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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan infromasi yang didapatkan maka
dapat disimpulkan sebeagai berikut mengenai pengesahan hibah langsung luar negeri
berupa uang pada satuan kerja Organsisai Riset Tenaga Nulir pada tahun 2022 sebagai
berikut:
1.  Aspek Penerbitan nomor register
Pengajuan izin penerbitan sudah dilakukan sesuai aturan ke Direktorat
Jendaral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dokumen yang
dilampirkan sesuai dengan peraturan Namun masih terdapat sedikit
ketidaksesuaian dalam subjek yang melakukan izin penerbitan nomor register.
Belum adanya SOP atas pelaksanaan penebitan nomor register di Organisasi
Riset Tenaga Nuklir.
2. Aspek Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah
Izin pengajuan pembukaan rekening mengenai subjek yang megajukan dan
dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan. Namun dalam hal
pengelolaan rekening Organisasi Riset Tenaga Nuklur tidak sepenuhnya
melakukan pelaporan atas saldo dana hibah tiap bulannya ke KPPN Pinjaman
dan Hibah. Belum adanya SOP atas pelaksanaan Pembukaan dan pengelolaan
rekening hibah di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.
3. Aspek Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber
dari hibah dalam DIPA
Penyesuaian estimasi belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA
mengenai subjek dan dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan peraturan.
Pelaksaanan penyesuaian pagu dalam DIPA dilakukan hanya 1 kali dalam tahun

anggaran yaitu di akhir tahun anggaran. Belum adanya SOP atas pelaksanaan
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Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja di Organisasi Riset Tenaga
Nuklir.
4. Aspek Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang
Pelaksanan pengesahan pendapatan dan belanja atas dana yang bersumber
dari hibah luar negeri dalam bentuk uang di Organisasi Riset Tenaga Nuklir
sudah sesuai aturan dilihat dari subjek dan dokumen yang dilampirkan.
Dilakukan 1 kali dalam tahun anggaran yaitu di akhir tahun anggaran. Belum
adanya SOP atas pelaksanaan Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam
bentuk uang di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.
5. Pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang yang
penarikannya tidak melalui kuasa BUN
Pengesahan atas sisa saldo hibah langsung tanpa melalui BUN yaitu
dengan cara menyetorkan langsung dengan billing yang dibuat di aplikasi MPN
sehingga sudah sesuai dengan aturan. Penyetoran dilakukan 1 kali pada akhir
tahun anggaran. Belum adanya SOP atas pelaksanaan Pengesahan pengembalian
pendapatan hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa

BUN di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

B. Saran
Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dapat
diajukan oleh peneliti, yaitu sebagi berikut:
1.  Aspek Penerbitan nomor register
Adanya koordinasi mengenai pelaksanaan antara Organisasi Riset Tenaga
Nuklir dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan dibuatkannya SOP.
2. Aspek Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah
Adanya SOP mengenai Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah dan

membuat laporan saldo rekening pemerintah lainnya disetiap bulannya.
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3. Aspek Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber
dari hibah dalam DIPA
Adanya SOP mengenai penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja
yang bersumber dari hibah dalam DIPA misalnya waktu pelaksanaannya.
Sebaiknya dilakukan menyesuaikan dengan periode laporan keuangan yaitu
dibuat secara triwulan. Jika dalam triwulan tersebut memang ada realisasi atas
belanja yang bersumber dari dana hibah luar negeri dalam bentuk uang.
4.  Aspek Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang
Adanya SOP mengenai Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam
bentuk uang dalam hal waktu pelaksanaan. Sebaiknya dilakukan sesuai dengan
periode laporan keuangan yaitu dibuat secara triwulan atau menyesuaikan waktu
close date.
5. Aspek Pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang
yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN
Adanya SOP mengenai pengesahan pengembalian dan harus segera
dilakukan penyetoran segera atas sisa hibah sehingga sisa dana hibah bisa disetor

sebelum close date di tahun anggaran yang berjalan.
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